
 

BUPATI KAIMANA 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAIMANA 

NOMOR   1.B   TAHUN 2020 

 

TENTANG 

BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN 

 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KAIMANA  
 

BUPATI KAIMANA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kaimana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kaimana. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di 

Provinsi Papua; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

SALINAN 



2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang 

Tarif Pemotongan  Dan Pengenaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5174); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  7. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 

Nomor 4); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 

Nomor 3). 

 

 

 



MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA 

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KAIMANA. 

 
 

   BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

   Pasal 1 

 

   Dalam Peraturan Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana; 

2. Bupati adalah Bupati Kaimana; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya yang 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kaimana;  

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat 

daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil 

Ketua DPRD Kabupaten Kaimana sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat 

daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 

Kabupaten Kaimana sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku; 

6. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, 

rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan 

dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah 

tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan 

transportasi bagi Anggota DPRD; 

7. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, 

selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kaimana; 

8. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang 

disediakan untuk mendukung kelancaran Tugas, 

Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

 



9. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan 

kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh 

secara teratur untuk mengetahui status kesehatan 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

 

 

   BAB II 
BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DPRD 
    

Pasal 2 

 
   

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 

pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk 

mengetahui status kesehatan di luar cakupan 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. 

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta 

tidak termasuk suami/istri dan anak. 

(3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud 

ayat 2, diberikan biaya untuk pemeriksaan 

Kesehatan yang besarnya disesuaikan dengan 

standar harga setempat yang berlaku dengan 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 

rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah. 

    

Pasal 3 
 

Besaran biaya pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 

rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

 
Pasal 4 

 
Besaran biaya pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD sebagaimana Pasal 2 adalah         

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/orang. 

 
   

Pasal 5 

Biaya pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dibebankan pada APBD Kabupaten Kaimana melalui 

DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana. 



Pasal 6 

Tata cara pertanggungjawaban biaya pemeriksaan 
kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

   BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, 

sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya 

akanditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
 

   
    Pasal 8 

  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana.  

  

 

 
 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR  272.B 

Salinan sesuai dengan aslinya 
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 
 

 
SITI ROHMA, SH 

PEMBINA 

NIP. 19750620 200012 2 008 

 

  

Ditetapkan di :  Kaimana 

pada Tanggal :  6  Januari  2020 

BUPATI KAIMANA, 
 

     CAP/TTD 

  
MATIAS  MAIRUMA 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di :  Kaimana 

pada Tanggal :  6  Januari  2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

                             CAP/TTD 

                       RITA TEURUPUN 

 

 

 

 

 

 

 



 


